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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Pajak Daerah yang telah

dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen maka disimpulkan Pemetaan

Potensi Pedapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2018

sebagai berikut :

1.

6.2

Kuadran | (Sumber Unggulan) adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran,
dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan
mengelola potensi yang tinggi.

Kuadran Il (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak
BBPP, dan Pajak BPHTB  dimana pemerintah memiliki potensi
pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola
potensi yang rendah.

Kuadran 11l (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir,
dan Pajak Air Tanah dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah
tetapi mempunyai kapasitas mengeloala yang tinggi.

IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Reklame dan Pajak PBGGC,
dimana kedua sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi

dan kemampuan mengelola yang rendah.

Saran
Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagi berikut :

Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan
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ke dalam kategor Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber
Berkembang, dan Sumber Terbelakang, tetap harus diperhatikan dan
ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif
terhadap setiap kategori masing-masing sumber agar dapat ditingkatkan
lagi realisasinya dari tahun ke tahun.

. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan peluang-peluang
yang ada dalam Kota Kupang guna mendorong peningkatan penerimaan
sumber pendapatan pajak daerah dan melakukan strategi agar Pendapatan
dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah berdasarkan peta potensi
daerah untuk masing-masing sektor dan subsektor, dan dapat menggali
kembali potensi yang ada di daerah masing-masing dengan memusatkan
perhatian pada sumber-sumber pajak agar menjadi sumber unggulan.

. Strategi meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah antara lain dengan
melakukan intensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah yang telah ada
dengan memberikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara
berkesinambungan kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran
masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah melalui pembayaran
wajib pajak. Selain itu juga dapat dilakukan dengan ekstensifikasi sumber
Pajak Daerah yaitu mengembangkan penambahan jumlah wajib pajak
yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak atau memperluas ruang
lingkup sumber-sumber Pajak Daerah yang harus benar-benar bersifat

spesifik dan potensial di daerah.
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